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MODUL 13 

 

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa menguraikan evaluasi 

kebijakan. Pada modul kali ini akan dibagi menjadi beberapa subbagian besar yaitu: 

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan 

2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan   

3. Dimensi Evaluasi 

4. Pengertian Dampak 

5. Teknis Penelitian Evaluasi 

B. Uraian dan Contoh  

 

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan 

publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap 

implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu 

kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo 

mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai 

seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan 

membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target 

kebijakan publik yang ditentukan”.  Dalam bahasa yang lebih singkat Jones 

mengartikan evaluasi adalah “Kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” 

suatu kebijakan”. Serta secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai 

“Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut 

substansi, implementasi, dan dampak”. Hal ini berarti bahwa proses evaluasi tidah 

hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses 

kebijakan dapat dievaluasi. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan 
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Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki 

fungsi dan tujuan. Menurut Wibawa dalam Nugroho, evaluasi kebijakan publik 

memilik empat fungsi, yaitu: 

 

1. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat 

dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hungungan antar berbagai 

dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat 

mengidentifikasi masalah ,kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan 

atau kegagalan kebijakan. 

2. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para 

pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan 

prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke 

tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau 

penyimpangan. 

4. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan 

tersebut. 

 

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang tujuan-tujuan dari evaluasi, Subarsono 

merinci beberapa tujuan dari evaluasi antara lain sebagai berikut : 

 

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat 

diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat 

diketahui derajad diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan. 

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan 

evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output 

dari suatu kebijakan. 

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi 

ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif 

maupun negatif. 
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5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan 

untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 

terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan 

pencapaian target. 

6. Sebagai bahan masukan (input) unutk kebijakan yang akan datang. Tujuan 

akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke 

depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. 

 

Oleh karena itu evaluasi kebijakan, pada prinsipinya digunakan untuk 

mengevaluasi empat asek dalam proses kebijakan publik, yaitu “a) proses 

pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) 

efektifitas dampak kebijakan”. 

 

3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan publik memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan 

berbeda, tergantung dari pada tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator 

yang akan melakukan evaluasi. Dunn membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga 

bagian antara lain : 

 

a. Evaluasi Semu. 

Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau 

nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu 

adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat 

terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial. 

 

b. Evaluasi Formal. 

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif 

untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil 

kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan 

yang telah dimumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator 
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program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuandan target 

diumukan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau 

nilai kebijakan program. 

 

c. Evaluasi Keputusan Teoritis. 

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode 

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai 

macam pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa 

tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal 

maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat  atau 

nilai kebijakan dan program. 

 

4. Dimensi Evaluasi 

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh 

informasinya dari studi dievaluasi dalam kebijakan public. Dimensi tersebut adalah 

Evaluasi kinerja pencapaian tujuan Kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-

orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan. Darinya kita akan 

memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektifitas dan 

efisiensi, dan lain sebagainya yang terkait. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, 

yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Darinya 

kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak 

(outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin 

dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan), dan lain-lain. 

 

Menurut Palumbo dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup 

keseluruhan siklus di dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain 

kebijakan, saat implementasi, hingga saat selesai diimplementasikan. Kajian dalam 

studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi antara lain: 

 

1. Evaluasi Proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. 

Pada tahap ini menurut Palumbo diperlukan dua kali evaluasi, yakni : 
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2. Evaluasi Desain Kebijakan, untuk menilai apakah alternative-alternatif 

yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan 

mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (cost-benefit analysis), 

dll yang bersifat rasional dan terukur. 

3. Evaluasi Legitimasi kebijakan,untuk menilai derajad penerimaan suatu 

kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran 

yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak 

pendapat (pooling), survery, dll. 

4. Evaluasi Formatif yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan 

sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif ini utamanya adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-

kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. 

Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoringterhadap 

pengaplikasian kebijakan. Evaluasi Formatif banyak melibatkan ukuran-

ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi. 

 

5. Tujuan Evaluasi Formatif 

Evaluasi Formatif adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

 

1. Merupakan evaluasi terhadap proses 

2. Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard aturan 

3. Menggunakan model-model dalam implementasi 

4. Biasanya bersifat kuantitatif 

5. Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/ program 

 

Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk melihat : 

 

1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat. 

2. Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan 

spesifikasi program atau tidak; 
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3. Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut 

(Rossi & Freeman dalam Parsons) 

6. Jenis Evaluasi Formatif 

1. Evaluasi administratif : Biasanya evaluasi administrative dilakukan dalam 

lingkup pemerintahan yang dikaitkan dengan aspek-aspek ketaatan 

financial dan prosedur. 

2. Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-obyek hukum. 

3. Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-lembaga politik. 

 

7. Aspek-aspek Evaluasi Formatif 

Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif ini 

adalah : 

1. Effort Evaluation: Mengevaluasi kecukupan input program. 

2. Performance Evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input 

program. 

3. Effectiveness Evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan 

sasaran & tujuan. 

4. Effeciency Evaluation: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai. 

5. Process Evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur 

dalam pelaksanaan. 

6. Evaluasi Sumatif atau Evaluasi Dampak 

7. Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah 

diimplementasikan dan memberikan dampak.Tujuan evaluasi Sumatif ini 

adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas kebijakan/program  tersebut 

member dampak yang nyata pada problem yang ditangani. 

 

8. Pengertian Dampak 

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari 

output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada 

kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh 

mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok 

sasaran (impact). 
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Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok 

sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak dan apakah akibat 

tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects). 

 

9. Tujuan Evaluasi Sumatif/Dampak 

Evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi terkait 

dengan efektifitas sebuah kebijakan/program terhadap permasalahan yang 

diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk: 

 

1. Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap 

individu, rumah tangga dan lembaga. 

2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program 

3. Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif 

maupun yang negatif 

4. Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan 

apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh 

adanya program tersebut ataukah karena faktor lain. 

 

 

10. Dimensi Dampak 

Dimensi dampak yang dikaji dalam evaluasi kebijakan ini meliputi : 

 

1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan 

atau tidak. 

2. Dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut eksternalitas / 

dampak melimpah (spillover effects). 

3. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang. 

4. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program  dan 

dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan 

(misalnya dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat relokasi 

pemukiman yang menyebabkan jarak ke sekolah/tempatkerja makin jauh, 

dll). 
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11. Aprasial Dimensi Dampak 

Menurut Langbein memperkirakan dampak perlu memperhitungkan 

dimensi-dimensi sebagai berikut: 

 

11.1 Waktu 

Dimensi waktu ini penting diperhitungkan karena kebijakan dapat 

memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan 

datang. Semakin lama periode evaluasi waktu semakin sulit  mengukur dampak, 

sebab : 

1. Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur, 

2. Pengaruh factor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak 

3. Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan 

menjaga track record individu dalam waktu yang sama. 

4. Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari 

data dan menganalisis pengaruh program yang diamati. 

 

 

11.2 Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan. 

Selain memperhatikan efektifitas pencapain tujuan, seorang evaluator harus 

pula memperhatikan : 

1. Berbagai dampak yang tak diinginkan. 

2. Dampak yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan dan 

3. Dampak yang bertentangan dari yang diharapkan. 

 

11.3 Tingkat Agregasi Dampak 

Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yang dirasakan 

secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara 

keseluruhan 
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12. Tipe Dampak 

Ada 4 tipe utama dampak program, yaitu : 

1. Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai tambah dan 

sebagainya. 

2. Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yg akan dilakukan pada 

kebijakan berikutnya. 

3. Dampak pada sikap publik : dukungan pada pemerintah, pada program dan 

sebagainya. 

4. Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakt yang 

bersifat non ekonomis. 

 

13. Faktor-faktor Kegagalan Dampak 

Sebuah kebijakan/program bisa saja gagal memperoleh dampak yang 

diharapkan meski proses implementasi berhasil mewujudkan output sebagaimana 

yang dituntut oleh program tersebut, namun ternyata gagal mencapai outcomesnya; 

apalagi jika proses implementasi gagal mewujudkan keduanya. Hal ini menurut 

Anderson bisa saja disebabkan karena : 

a.  Sumber daya yang tidak memadai. 

Cara implementasi yang tidak tepat (misalkan pilihan-pilihan tindakan yang 

kontra produktif seperti studi banding atau membeli mobil bagi pejabat yang 

memakan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan). 

Masalah publik sering disebabkan banyak faktor tetapi kebijakan yang dibuat 

hanya mengatasi satu faktor saja. 

Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat mengurangi dampak yang 

diinginkan (misalkan karena takut dianggap melanggar prosedur, maka 

implementers bertindak sesuai ‘textbook’ walau situasinya mungkin berbeda). 

Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain 

(misalnya kebijakan untuk menumbuhkan industry dalam negeri yang 

memberi insentif pajak dan kemudahan modal; tapi di sisi lain ada kebijakan 

kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber energy, dll). 
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b. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya (yang ini sering 

terjadi di Indonesia, terutama karena seringnya terjadi mark-up harga, 

ataupun karena bentuk-bentuk kegiatan yang terkesan dicari-cari untuk 

penyerapan anggaran yang seharusnya tidak dibutuhkan). 

 

c. Banyak masalah publik yang tak mungkin dapat diselesaikan. 

 

d.Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan 

tindakan. 

 

14. Tahapan dan Kendala Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi dalam pelaksanaanya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang 

dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah 

merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk 

menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi lain.  

14.1  Tahapan Evaluasi Kebijakan  

Edward A. Suchman di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan 

enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu : 

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. 

b. Analisis terhadap masalah. 

c. Deskripsi dan standardisasi kegiatan. 

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. 

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak 

 

14.2 Kendala Evaluasi Kebijakan 

Langkah-langkah tersebut diatas dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif 

dengan berjalan secara sistematis. Pada pelaksanaanya sendiri, evaluasi tidak 

terlepas dari kemungkin timbulnya masalah atau kendala. Hal ini disebabkan 

evaluasi juga merupakan proses yang kompleks, sehingga kendala atau masalah 

tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi tersebut. Anderson dalam 
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Winarno mengidentifikasi enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi 

kebijakan. 

Pertama, ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan. Bila tujuan-tujuan 

dari suatu kebijakan tidak jelas atau tersebar, maka kesulitan yang timbul 

adalah menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai. 

Ketidakjelasan biasanya berangkat dari proses penetapan kebijakan.  

Kedua, kausalitas. Terdapat kesulitan dalam melakukan penentuan 

kausalitas antara tindakan-tindakan yang dilakukan terutama dalam masalah-

masalah yang kompleks. Sringkali ditemukan suatu perubahan terjadi , tetapi 

tidak disebabkan suatu tindakan atau kebijakan. 

Ketiga, dampak kebijakan yang menyebar. Tindakan-tindakan kebijakan 

mungkin mempengaruhi kelompok-kelompok lain selain kelompok-

kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini sebagai akibat dari 

eksternalitas atau dampak yang melimpah yakni suatu dampak yang 

ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan atau kelompok selain mereka yang 

menjadi sasaran kebijakan. 

Keempat, kesulitan-kesulitan dalam memperoleh data. Kekurangan data 

statistik dan informasi-informasi lain yang relevan akan menghalangi para 

evaluator untuk melakukan evaluasi kebijakan. 

Kelima, resistensi pejabat. Para pejabat pelaksana program mempunyai 

kecenderungan untuk tidak mendorong studi-studi evaluasi, menolak 

memberikan data, atau tidak menyediakan dokumen yang lengkap. 

Keenam, evaluasi mengurangi dampak. Berdasarkan alasan tertentu, suatu 

evaluasi kebijakan yang telah dirampungkan mungkin diabaikan atau dikritik 

sebagai evaluasi yang tidak meyakinkan. Hal inilah yang mendorong 

mengapa suatu evaluasi kebijakan yang telah dilakukan tidak mendapat 

perhatian yang semestinya bahkan diabaikan, meskipun evaluasi tersebut 

benar. 

 

15. Teknis Penelitian Evaluasi 

Penelitian evaluasi kebijakan bukanlah hal yang dapat dipandang sepele 

karena dari hasil penelitian tersebut diharapkan diperoleh masukan/umpan balik 
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dan penilaian-penilaian yang akurat atas sebuah kinerja kebijakan/program, serta 

hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan. Untuk itu Leonard Rutman memberikan 

panduan yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 

 

15.1 Sebelum pelaksanaan 

Gunakan prosedur-prosedur ilmiah, kemudian mengamati dan memahami 

tujuan evaluasi. Setelah itu mengamati dan memilih  kriteria, mengamati 

sensitivitas metode dan focus pada proses dan outcomes kebijakan/program, bukan 

hanya pada outcomesnya saja. Dengan demikian dapat diperoleh informasi 

mengenai aktifitas-aktifitas apa menghasilkan apa; serta memungkinkan upaya 

replikasi di kemudian hari. Jangan batasi dampak hanya pada sasaran-sasaran yang 

dinyatakan secara formal saja, sebab tidak semua sasaran kebijakan dinyatakan 

secara formal. Konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi akibat 

program/kebijakan juga dipertimbangkan. Untuk itu manfaatkan  hasil penelitian 

yang terkait, gunakan logika, atau pengalaman-pengalaman atas program yang 

serupa. Pertimbangkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pembuat 

keputusan di masa mendatang, bukan hanya kebutuhan saat ini. Bersikaplah sebagai 

ilmuwan, bukan teknisi evaluasi. 

Persiapan sebelum menguji Program 

 

Definisi Program Secara Jelas  

Harus dipastikan bahwa label yang diberikan pada sebuah program memiliki makna 

dan maksud yang sama bagi semua yang terlibat, sehingga jelas data mana yang 

harus diukur (definisi konsep harus jelas, sehingga definisi operasionalnya juga 

jelas dan dapat direplikasikan). 

 

Spesifikasi Sasaran (goals) 

Karena sasaran-sasaran merupakan kriteria keberhasilan program, maka harus 

dinyatakan secara spesifik agar dapat diperoleh tolok ukurnya. Sayangnya 

seringkali tujuan/sasaran tersebut hanya disebutkan secara umum, jangka panjang, 

bahkan kadang kontradiksi dan tidak terkait dengan aktifitas-aktifitas program. Jika 
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hal ini terjadi, maka peneliti bertanggung-jawab untuk merumuskannya secara 

bersama-sama dengan perencana program dan manajer program. 

 

Keterkaitan Rasional. 

Harus ada keterkaitan rasional antara program yang akan dievaluasi dengan sasaran 

yang dituju dan dampak yang diharapkan. Ada tidaknya kaitan rasional tersebut, 

dapat menentukan apakah program tersebut yang harus dimodifikasi atau sasaran 

dan hasil yang harus dirubah (misal Program Pelatihan Angkatan Kerja dengan 

sasaran jangka panjang berkurangnya angka pengangguran. Akan lebih masuk akal 

jika dikaitkan dengan sasaran jangka pendek : pencapaian tenaga kerja 

berketrampilan. 

 

Pastikan Kegunaan Evaluasi. 

Kendati studi evaluasi dimaksudkan sebagai akuntabilitas program, serta untuk 

memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan dan hasil program kepada 

pembuat keputusan dan manajemen, namun seringkali studi evaluasi dilakukan 

dengan maksud-maksud tertentu, yang disebut oleh Edward Suchman sebagai 

Pseudoevaluations. Karenanya evaluator juga harus mengetahui siapa yang 

menghendaki dan mendanai studi evaluasi tersebut untuk mencegah timbulnya 

ketegangan dengan administrator program. 

 

Spesifikasikan Variabel-variabel Evaluasi 

Spesifikasikan komponen-komponen program, dengan memperjelas terdiri dari 

komponen-komponen aktifitas apa saja program tersebut (misalnya PKK dengan 

10 Program PKKnya). Gunanya adalah sebagai Component testing untuk menguji 

sumbangan keefektifan masing-masing komponen terhadap program. 

 

Spesifikasikan sasaran-sasaran dan efeknya. 

Bukan hanya yang dinyatakan secara formal dalam dokumen atau oleh pengelola 

program, namun juga sasaran-sasaran latent dan dampak-dampak lain yang 

diharapkan oleh masyarakat (misal kasus program Bantuan Langsung Tunai BLT 

yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin akibat kenaikan harga 
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BBM, dapat ditanggapi beragam missal: apa criteria ‘miskin’ dan apa criteria 

‘meringankan’ yang dimaksudkan oleh program tsb? Karena jawabannya dapat 

beragam, demikian juga dampaknya). 

 

 

15.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan 

pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias serta sebagai 

pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi 

tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. 

Nugroho menjelaskan bahwasannya evaluasi memberi informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, 

dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. William N. Dunn 

mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan 

kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas : 

• Efektifitas (effectiveness). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif 

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari 

diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan 

dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan 

atau nilai moneternya. 

• Efisiensi(efficiency). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan 

untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang 

merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan 

hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur 

dari ongkos moneter. 

• Kecukupan (adequacy). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan 

adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya 

hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 

• Perataan (equity).Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial 

dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi 
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pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan 

atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil 

didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan 

pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-

kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan 

erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan 

atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai 

untuk mendistribusikan risoris masyarakat. 

• Responsivitas (responsiveness)berkenaan dengan seberapa jauh suatu 

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting 

karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – 

efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum 

menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya 

diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. 

• Ketepatan (appropriateness). Kriterian ketepatan secara dekat 

berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang 

ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu 

tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk 

pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi 

yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.  

 

Sejalan dengan kriteria rekomendasi kebijakan tersebut, Dunn mengemukakan 

kriteria evaluasi kebijakan antara lain : 

 

Tipe Kriteria Pertanyaan 

Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 

Efisiensi Seberapa banyak usaha yang diperluka untuk 

mencapai hasil yang diinginkan? 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan 

memecahkan masalah? 
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Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan 

dengan merata kepada kelompok-kelompok yang 

berbeda? 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, 

preferensi atau nilai kelompok-kelompok 

tertentu? 

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-

benar berguna atau bernilai? 

 

Tabel 1 

Kriteria Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn,  2003,  Pengantar Analisis 

Kebijakan Publik 

 

C. Latihan 

1. Jelaskan Pengertian Evaluasi Kebijakan 

2. William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang 

sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, sebutkan 

 

D. Kunci Jawaban 

1. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi 

kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo mengemukakan 

“Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh 

suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan 

antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang 

ditentukan”.  Dalam bahasa yang lebih singkat Jones mengartikan evaluasi adalah 

“Kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan”. Serta secara 

umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai “Kegiatan yang menyangkut 

estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan 

dampak”. 

2. kriteria evaluasi kebijakan  
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• Efektifitas  

• Efisiensi 

• Kecukupan  

• Perataan  

• Responsivitas  

• Ketepatan  
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